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PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN (SPP) UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)
DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI BENDAHARA PENGELUARAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan,
kebutuhan pengeluaran anggaran bagi bendahara
pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah ( BKD )
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana ( BPM dan KB ) Tahun Anggaran 2012, serta
kemampuan keuangan daerah kiranya perlu diadakan
perubahan Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan
(GU) dan Tambahan Uang persediaan (TU);

bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran oleh
bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
( SKPD ) BKD dan BPM dan KB yang meliputi
SPP-TU, perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai
landasan operasional pelaksanaan pengeluaran pada
SKPD, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penetapan Batasan Pagu Jumlah surat permintaan
Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang
Persediaan ( GU ) dan Tambahan Uang Persediaan ( TU )
Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

/3. Undang — Undang .....................



10.

11,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah  beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03);

/12. Peraturan Daerah ...................



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01 );

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 22});

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012
tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan ( UP ),
Ganti Uang Persediaan ( GU ) dan Tambahan Uang
Persediaan ( TU ) Bagi Bendaharan Pengeluaran Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012
( Berita Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor
02 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012
tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran ( SPP} Uang Persediaan ( UP ),
Ganti Uang Persediaan ( GU ) dan Tambahan Uang
Persediaan ( TU ) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 (
Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor
10 );

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UANG
PERSEDIAAN (UP ), GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU )
DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI
BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2012.



Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun
2012 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan
(GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara
Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 10 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
( SPP ) Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang Persediaan ( GU ) dan
Tambahan Uang Persediaan ( TU ] Bagi Bendahara Pengeluaran
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012 (
Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 10 ),
kembali diubah sebagai berikut

- Lampiran Pasal 2 khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat
Daerah BKD dan BPM dan KB, besaran penentuan batasan
jumlah SPP-TU diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Agustus 2012

F BUPATI T NG,

{RACH RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

.

-

H. ABDEL FADILLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR 273



